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PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.JP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  tertentu  dalam  tingkat  pertama,

dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

XXXXXXXXX,  tempat tanggal lahir di  XXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXX, umur

36  tahun,  agama  Islam,  pendidikan S-1,  pekerjaan

karyawan  swasta,  tempat tinggal di XXXXXXXXX.

Nomor Telp: XXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

XXXXXXXXX,  tempat  tanggal  lahir  di  XXXXXXXXX,  umur  38  tahun,  agama

Islam,  pendidikan S-1, pekerjaan buruh harian lepas,

tempat  tinggal  di XXXXXXXXX,  selanjutnya  disebut

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26

Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  317/Pdt.G/2024/PA.JP,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa,  Penggugat  dan Tergugat  telah  melangsungkan pernikahan pada

hari  Minggu  tanggal  XXXXXXXXX  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  XXXXXXXXX,  sesuai  dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXX; 

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal terakhir di XXXXXXXXX; 
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3. Bahwa,  dalam  perkawinan  tersebut  Penggugat  dengan  telah  bergaul

sebagaimana  layaknya  suami  istri  (ba'da  dukhul)  dan  telah  dikaruniai  2

(dua) orang anak, yang bernama:

3.1  XXXXXXXXX; 

3.2  XXXXXXXXX; 

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

dengan  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Agustus  2015  rumah

tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak  rukun  dan  terjadi

pertengkaran serta perselisihan terus menerus, yang disebabkan oleh:

4.1 Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini mengucapkan kata

kasar dan melakukan kekerasan fisik seperti mencekik Penggugat; 

4.2 Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat,

sehingga sering timbul perselisihan yang terus menerus; 

4.3 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; 

4.4 Tergugat  sering  mengkonsumsi  minuman  keras  atau  minuman

beralkohol; 

4.5 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sering

pergi meninggalkan rumah ketika terjadi perselisihan; 

5. Bahwa,  pada  puncak  perselisihan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

terjadi  pada  bulan  Juni  2023,  yang  akibatnya  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  pisah  rumah  dikarenakan  Penggugat  telah  pergi

meninggalkan Tergugat dari kediaman terakhir dan pulang kerumah orang

tua dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi

hubungan sebagaimana layaknya suami istri; 

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta

Penggugat  merasa  tidak  sanggup  lagi  untuk  melanjutkan  rumah tangga

dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya

jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat; 

7. Bahwa,  dengan  fakta-fakta  tersebut  diatas  gugatan  Penggugat  telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; 
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8. Bahwa,  terhadap  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  agar  dibebankan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (XXXXXXXXX) terhadap

Penggugat (XXXXXXXXX); 

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang

berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua  Majelis  telah  memerintahkan  Penggugat dan  Tergugat

untuk  menempuh  upaya  mediasi,  namun  sesuai  laporan  Mediator  (Dra.  Hj.

Hafsah,  S.H.)  tanggal  18  Maret  2024,  ternyata  mediasi  berhasil  sebagian,

terhadap pokok perkara, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil rukun kembali,

namun Penggugat dan Tergugat sepakat tentang nafkah 2 (dua) orang anak

yang diasuh oleh Penggugat ditanggung oleh Tergugat minimal Rp1.300.000,00

(satu  juta  tiga  ratus  ribu  rupiah)  setiap  bulan  di  luar  biaya  Pendidikan  dan

kesehatan sampau kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara, Majelis

Hakim tetap  berusaha mendamaikan Penggugat  dan Tergugat  agar  kembali

rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  diperiksa  pokok  perkara  dalam  sidang  tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi  dan  maksudnya  tetap  dipertahankan  oleh  Penggugat  dengan  perubahan

surat  gugatan tentang nafkah dua orang anak dibebankan kepada Tergugat

sesuai dengan isi kesepakatan mediasi;
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Bahwa  atas  gugatan Penggugat  tersebut,  Tergugat  mengajukan

jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

 Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil surat gugatan, terutama

terkait  dengan  identitas,  status  perkawinan,  tempat  kediaman  bersama,

telah  dikaruniai  keturunan,  dan  dalam  rumah  tangga  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya telah berpisah rumah

sehingga  Tergugat  tidak  keberatan  untuk  bercerai  dengan  Penggugat;

Tergugat  juga  tidak  keberatan  dengan  penambahan  surat  gugatan

Penggugat tentang nafkah anak sebagaimana yang telah disepakati dalam

mediasi;

 Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil Penggugat terutama

terkait alasan dan penyebab perselisihan dan pertengkaran terutama point

4.1 s.d 4.4, semua itu tidak benar, karena Tergugat tidak emosional, namun

kadang  suara  agak  meninggi  karena Penggugat  sering  membantah dan

tidak mau mendengarkan nasehat Tergugat selaku suaminya. Tergugat juga

selalu  menafkahi  Penggugat  selama  dalam  perkawinan  lebih  kurang

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan, bahkan lebih tergantung

penerimaan  gaji  Tergugat,  namun  sejak  setelah  lebahan  tahun  2023

Tergugat  menafkahi  Rp4.000.000,00 (empat  juta  rupiah)  perbulan.karena

Tergugat telah berhenti dari pekerjaan lama di perbankan QNBI. Tergugat

juga  tidak  pernah  lagi  minum-minuman  keras,  meskipun  dulu  pernah

melakukannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik

secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

 Bahwa  Penggugat  tetap  mempertahankan  dalil  gugatan  semula  dan

menolak jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

 Bahwa benar Tergugat telah menafkahi, namun jika di pertengahan bulan

nafkahnya  tidak  cukup,  maka  tanggapan  Tergugat  sungguh  tidak

mengenakan hati;

Bahwa  atas  replik  Penggugat  tersebut,  Tergugat  mengajukan  duplik

secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;
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Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti surat:

1. Fotokopi Surat Pengantar Domisli atas nama XXXXXXXXX No:XXXXXXXXX

yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX,

telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode

P.1; 

2. Fotokopi  buku  Kutipan  Akta  Nikah  nomor  XXXXXXXXX  tanggal

XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXX, telah di nazegelen

dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Bukti saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

bertempat  tinggal  di  XXXXXXXXX  di  persidangan  saksi  tersebut  telah

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah Adik Penggugat; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

XXXXXXXXX; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-

masing bernama:

1  XXXXXXXXX; 

2  XXXXXXXXX; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak beberapa tahun yang

lalu  rumah tangga  mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat/mendengar  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan untuk hal

lainnnya saksi tidak tahu persis; 
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Juni 2023 ; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat; 

- Bahwa  pernah  diusahakan  oleh  keluarga  Penggugat,  namun  tidak

berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 

2. XXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,

bertempat  tinggal  di  XXXXXXXXX, di  persidangan  saksi  tersebut  telah

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah Sepupu Penggugat; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

XXXXXXXXX; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-

masing bernama:

1  XXXXXXXXX; 

2  XXXXXXXXX; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya  berjalan  baik  dan  rukun,  namun  sejak  2018  rumah  tangga

mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat/mendengar  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat karena Tergugat sifatnya temperamen berkata dengan nada

tinggi; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Juni 2023; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat; 

- Bahwa  pernah  diusahakan  oleh  keluarga  Penggugat,  namun  tidak

berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
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Bahwa  atas  keterangan  2  orang  saksi  tersebut,  Penggugat  dan

Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa  selanjutnya,  Penggugat  menyampaikan  kesimpulannya  tetap

pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya, Tergugat menyampaikan kesimpulannya tetap pada

jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan

untuk berdamai,  baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

tersebut tidak berhasil,  dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

ayat  (1)  dan  (4)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal Pasal 130 ayat (1) Reglemen

Indonesia  yang  dibaharui  (HIR/RIB)  dan  Pasal  2  dan  Pasal  3  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  upaya  perdamaian  tidak  berhasil,

maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

7  Tahun  1989 sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
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Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

cerai adalah karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak

bulan Juni 2023, dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama, yang

disebabkan  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  sehingga

selama perpisahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang,  bahwa  meskipun Tergugat  tidak  keberatan  dengan

gugatan  Penggugat,  namun  karena  perkara  ini  perkara  perceraian  (person

recht)  dan  merupakan  masalah  rumah  tangga  yang  mengandung  nilai-nilai

moral  yang  luhur,  bukan  hanya  sebatas  hubungan  perdata  biasa  serta

mengingat  asas  mempersulit  perceraian  sebagaimana  ditegaskan  dalam

Penjelasan Umum Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan

adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh

peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39

ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun 1974  Tentang

Perkawinan jo.  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan  vide Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik

Indonesia Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,

terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

maka kepada  Penggugat  tetap dibebani  kewajiban untuk membuktikan dalil-

dalil gugatannya baik yang sudah diakui maupun yang dibantah sebagaimana

ketentuan Pasal 163 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti  P.1 (fotokopi  Kartu Tanda Penduduk) dan

bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan fotokopi akta autentik yang

telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik

Indonesia  Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo.  Pasal  1888 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata;
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Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  mengajukan bukti  P.1  (fotokopi

Kartu  Tanda  Penduduk Penggugat)  merupakan  fotokopi akta  autentik yang

tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

sehingga  dapat  dipertimbangkan, vide Pasal  1870  Kitab  Undang-Undang

Hukum Perdata  jo. Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB).

Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah

Kota Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a

dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989

Tentang Peradilan Agama jo. Pasal  132 ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam di

Indonesia,  secara  formil  perkara  ini  menjadi  wewenang  Pengadilan  Agama

Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah)

merupakan  fotokopi  akta  autentik  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian

sempurna  dan  mengikat sehingga  dapat  dipertimbangkan, vide Pasal  1870

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 Reglemen Indonesia yang

dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Penggugat juga  telah  mengajukan  saksi-saksi

yaitu: XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

keterangan kedua saksi  adalah fakta yang dilihat  atau didengar sendiri  oleh

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

sama  lain  dan  relevan  dengan  dalil-dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh

Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

keterangan  kedua  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  dapat

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  Penggugat, bukti tertulis

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:
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1. Bahwa  antara  Penggugat dan  Tergugat telah  terikat  dalam  perkawinan

yang sah sejak XXXXXXXXX;

2. Bahwa  antara  Penggugat dan  Tergugat sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran bulan Agustus 2015 yang disebabkan oleh karena: Tergugat

memiliki  sifat  temperamental dalam hal ini  mengucapkan kata kasar dan

melakukan  kekerasan  fisik  seperti  mencekik  Penggugat;  Tergugat  sulit

untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat, sehingga sering

timbul  perselisihan  yang  terus  menerus;  Tergugat  kurang  dalam

memberikan  nafkah  lahir  kepada  Penggugat;  Tergugat  sering

mengkonsumsi  minuman keras atau minuman beralkohol;  Tergugat tidak

bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sering pergi meninggalkan

rumah ketika terjadi perselisihan;

3. Bahwa sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah  pisah rumah

dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  merukunkan  Penggugat dan

Tergugat namun  tidak  berhasil  dan  Penggugat sampai  pada  tahap

kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik

Indonesia  Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  16 Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  menyatakan “Perkawinan  ialah

ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang  bahwa dari  fakta  di  persidangan  antara  Penggugat  dan

Tergugat  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam rumah

tangga dan kini telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023 yang lalu dan tidak

berkumpul kembali layaknya suami istri, serta sudah diusahakan untuk rukun

kembali namun tidak berhasil;
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Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis

lagi, setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk

bercerai  dengan Tergugat  dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 1974

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019

Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan  jo.  Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam di

Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat

dan  Tergugat  benar-benar  telah  pecah  (broken  marriage)  serta  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang

sakinah  mawaddah  dan  rahmah sebagaimana  dikehendaki  dalam Al-Qur'an

surat  Ar-Rum ayat  (21)  jo.  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,  tidak  dapat

diwujudkan; 

Menimbang,  bahwa  di  antara  doktrin  yang  harus  diterapkan  dalam

perkara perceraian adalah bukanlah  matrimonial  guilt  tetapi broken marriage

atau az-zawwaj al-maksuroh  (pecahnya rumah tangga), yang terpenting bagi

Majelis  Hakim  adalah  mengetahui  keadaan  senyatanya  yang  terjadi  dalam

rumah tangga Penggugat dan Tergugat,  yaitu perkawinan itu sendiri  apakah

masih dapat  dipertahankan atau tidak.  Apabila  hati  kedua belah pihak telah

pecah  dan  atau  tidak  dapat  bersatu  lagi,  maka  perkawinan  itu  sendiri

sesungguhnya  telah  pecah,  meskipun  salah  satu  pihak  menginginkan

perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya

pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap

pecah.  Pertimbangan  yang  demikian  didasarkan  pada  Yurisprudensi

Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  28  PK/AG/1995,  tanggal  16

Oktober 1996; 
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Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri

harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati,

setia dan memberi  bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide

Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);  

Menimbang,  bahwa  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

ternyata  salah  satu  pihak  atau  bahkan  keduanya  sudah  tidak  dapat  lagi

memikul  kewajiban-kewajiban luhur  sebagaimana tersebut  di  atas  dan pada

kenyataannya mereka telah pisah rumah  sejak  bulan Juni 2023  tanpa saling

hiraukan lagi. Hal ini berarti  perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah,

dan rumah tangga mereka di dalamnya sudah tidak lagi bernuansa  sakinah,

mawaddah  wa  rahmah.  Hal  ini  merupakan  fakta  bahwa  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  ada  ikatan  batin  lagi  (mitsaqon  gholizhon)  sehingga

perkawinan tersebut sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak istri  juga telah bertekad

hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai  dari  Tergugat,  yang berarti  hati

Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim

berpendapat  bahwa apabila  perkawinan yang demikian  tetap  dipertahankan,

maka  pihak  yang  menginginkan  perceraian  akan  berbuat  sesuatu  yang

menyakitkan  pihak  lainnya,  dengan  demikian  perkawinan  tersebut

dikhawatirkan  jika  dipertahankan  akan  menimbulkan  mudarat  (penderitaan)

yang  berkepanjangan  bagi  para  pihak  karena  tidak  terlaksananya  hak  dan

kewajiban  mereka  sebagai  suami  istri  secara  baik.  Oleh  karena  itu,  sudah

sepatutnya dan lebih maslahat  jika di-tafriq (diceraikan) agar masing-masing

pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam

termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam

arti  untuk  kebaikan,  keselamatan  dan  kebahagiaan  manusia  baik  di  dunia

maupun  di  akhirat.  Sehingga  bila  bertentangan  antara  mafsadat  dengan

manfaat,  maka  yang  lebih  utama  adalah  menjauhkan  mafsadat  daripada

mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul

Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki  dalam kitab  Al-Asybah wa An-
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Nazhair (Beirut:  Dar  Al-Kutub  Al-Ilmiyyah,  1991)  jilid  I  halaman  105,  yang

berbunyi:

Artinya: menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

Menimbang,  bahwa  Ahli  Fikih,  Wahbah  Az-Zuhaili  mengutip  dan

menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa

Adillatuhu (Beirut:  Dar  Al-Fikr,  1985)  jilid  VII  halaman  527,  yang  kemudian

Majelis  Hakim  sependapat  dan  mengambil  alih  pendapat  tersebut  menjadi

pendapat Majelis, menyatakan:

Artinya: Pemisahan  (suami-istri)  boleh  dilakukan  bilamana  disebabkan
perselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian, sehingga
kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi
petaka dan bencana,  sesuai  sabda Rasulullah saw.:  “Tidak boleh
berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal
tersebut, maka si  istri  (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim
(Pengadilan  Agama).  Jika  kemudaratan  dan  kebenaran  (dalil)
gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut
dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka
gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah

cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal  39

ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  jo.  Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam,  oleh karena itu

gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dalam  mediasi

terjadi  kesepakatan  tentang  nafkah  dua  orang  anak  yang  diasuh  oleh

Penggugat, yaitu:
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 Tergugat  membayar  nafkah  kedua  anak  kepada  Penggugat  sejumlah

Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan mengakui

isi kesepakatan tersebut dan minta agar dimasukan ke dalam putusan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  174  HIR,  maka

kesepakatan tersebut  merupakan hukum yang mengikat  kedua belah pihak.

Oleh karena itu majelis hakim sepakat mengabulkan dan menghukum Tergugat

untuk  membayar  nafkah  2  (dua)  orang  anak  kepada  Penggugat  sejumlah

Rp1.300.000,00  (satu  juta  tiga  ratus  ribu  rupiah)  setiap  bulan  di  luar  biaya

pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang,  bahwa sesuai  dengan ketentuan Pasal  89 ayat  (1) dan

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006

Tentang  Perubahan  Pertama  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Mahkamah  Agung  Dan  Badan

Peradilan  Yang  Berada  Di  Bawahnya,  maka  semua  biaya  perkara  ini

dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (XXXXXXXXX)  terhadap

Penggugat (XXXXXXXXX);  

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama:

XXXXXXXXX;  dan   XXXXXXXXX;  yang  diasuh  oleh  Penggugat  minimal

Rp1.300.000,00  (satu  juta  tiga  ratus  ribu  rupiah)  perbulan  di  luar  biaya

pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
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4.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp675000,00 ( enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);  

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  di  Jakarta  Pusat  dalam

permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  22  Ramadhan  1445 Hijriah,  oleh  kami  Dr.  Hj.

Musidah, M.HI sebagai Ketua Majelis,  Dra. Nurmiwati, M.H. dan Dra. Hj. Eni

Zulaini, masing-masing sebagai  Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

para  Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Murtakiyah,  S.H,  M.H.

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Murtakiyah, S.H, M.H.

Perincian biaya:
-  Pendaftaran : Rp 30.000,00
-  Proses : Rp 100.000,00
-  Panggilan : Rp 505.000,00
-  PNBP : Rp 20.000,00
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-  Redaksi : Rp 10.000,00
-  Meterai : Rp              10.000,00  
J u m l a h : Rp 675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Salinan putusan ini untuk pertama/kedua kali diberikan kepada dan atas
permintaan...................., pada tanggal .....................  dalam keadaan

............. berkekuatan hukum tetap.
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

H. Abdullah, S.H., M.H
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